
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2023-2027

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2O08 tentu,ng Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana, menyatakan rencana

penanggulangan bencana ditetapkan oieh Pemerintah atau

pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan }reraturan Gubernur

tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023 -
2027.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahr-in 2AAT tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Oll Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2A22 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 12 Taht;n 2OlI tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembara.n
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Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor l4Z,
Tambahan Lembaran Negara Reputrlik Indonesia Nomor

6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 TatLun 2A14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan Un<lang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tt:ntang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIs
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repr"iblik Indonesia

Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O'.,,3 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesiil Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6856);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2A23 Nomor 55, Tambaha:r Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 686fl;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2l J'ahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3s7s);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 lahun 2OO8 tentang

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 43,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a82e);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tah,rn 2oog tentang peran

Serta Lembaga internasional dan Lembaga Asing Non

Pemerintah Dalam Penanggulangari Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4830);

10. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 8o rahun 2ol5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12o rahun 20 i8 tentang perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk }{ukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2AIg Nomor 157);

1 1. Peraturan Kepala Badan Nasional penanggulangan

Bencana Nomor 4 Tahun 200S tentang pedoman

Penyusunan Rencana Penangguiangrrn Bencana;

12. Peraturan Kepala Badan Nasional penanggulangan

Bencana Nomor 24 Tahun 2OU) tentang pedoman

Penyusunan Rencana Darurat Bencana;

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 3 Tahun 2Arc tentang Sistem Komando

Penanganan Darurat Bencana;

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OlS tentang
Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA

PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2023-2027 .
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasai 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utarrr.

2. Pemerintahan Daerah adalah penS elenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah tlan Dewan perwakilan

Ralry*at Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas luasn-,,a dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

indonesia Tahun L945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan Pemerintah:rn yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah yang selanjutnya disetrut Gubernur adalah

Gubernur Sumatera Utara.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi

Sumatera Utara.

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang seianjutnya

disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk

dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk
melaksanakan penanggLllangan bencan a.

7. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur
pembantu kepala daerah dan Dewarr Perwakilan Rakyat

Daerah dalam penyelenggaraan urusarl pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah.

8. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh

semua unsur dalam rangka mencapai '-ujuan sesuai dengan

visi dan misi daerah.

9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan

kebijakan masa depan yang tepat, m,:lalui urutan pilihan

dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
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10. Rencana Penanggulangan Bencana Prc,vinsi. Sumatera Utara

Tahun 2023 - 2027 yang selanjutnya disingkat RPB adalah

Perencanaan Penanggulangan Benc ana yang disusun

berdasarkan analisis risiko bencana pada suatu wilayah

dalam waktu tertentu berdasarkan tlokumen resmi yang

berisi program kegiatan penanggulangan trencana.

Pasal 2

RPB sebagai pedoman dan dasar penyelenggaraan

penanggulangan bencana di Daerah dalarr, waktu 5 (lima) tahun

mendatang dan perencanaan Pembang-rnan Daerah secara

terpadu dan terkoordinasi, dengan melibatkan seluruh

pemangku kepentingan dalam upaya mengurangi risiko bencana

di Daerah.

Pasal 3

(1) RPB merupakan dokumen perencanan penanggulangan

bencana daerah dalam waktu 5 (lima) tahun.

{2} RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau

kembali setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila

terjadi bencana.

BAB II

DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

PROVINSI SUMATERA UTARA TAF{UN 2023-2A27

Pasal 4

(1) RPB dituangkan dalam dokumen RPB yang memuat sebagai

berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS

KEBENCANAAN DAERA}{

BAB III : PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN

BENCANA

BAB IV : TUJUAN, SASARAN, S].RATEGI DAN ARAH

KEBIJAKAN DAN PROGRAM

BAB V : RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN

RISIKO BENCANA
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BAB VI : PEMANDUAN, PENC.ENDALIAN DAN

EVALUASI

BAB VII : PBNUTUP

t2) Dokumen RPB sebagaimana dimarsud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IIi

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai beriaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan d: Medan
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 16 September 2A23
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NrP. 19710413 199603 1 002
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